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Abstract

The wide-speading of growth sum up Patient Problem of Social Prosperity (PMKS) in Surabaya
caused by poorness pressure, explosive urbanization, Surabaya as centre of economic growth in
East Indonesia, ability of town to provide public facility and field of work is relative limited.
While constraint complicating effort of handling of PMKS is at least f und, strive handling only
use approach punitif-represif, Lack of cooperation with Local Government in area of origin of
migrant problem and according to executive and  also legislative oftentimes still be considered to
be by secondary issue.
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Di Propinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur pada umumnya, Surabaya tak pelak

adalah contoh kemajuan yang seringkali menjadi acuan pembangunan berbagai daerah. Tetapi
ironisnya di saat yang sama Suraba ya seringkali juga menjadi daerah tujuan utama kaum migran
yang ingin merubah nasib.  Sebagai sebuah metropolitan, akselerasi perkembangan kota Surabaya
yang terlalu cepat harus diakui acapkali justru melahirkan distorsi. Di bawah bayang -bayang
model pembangunan yang hiper-pragmatis dan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi
serta kalkulasi efisiensi, ternyata terbukti gagal dan malah hanya melahirkan sejumlah
kesenjangan — termasuk kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan
(Chaniago, 2001). Sekali pun benar bahwa di era millenium urban ini banyak kemajuan telah
berhasil dicapai kota-kota besar dan pusat-pusat pertumbuhan seperti Surabaya. Tetapi, dampak -
dampak dari perubahannya tetap berawal dan berakhir di kota besar. Perubahan ini
mempengaruhi struktur lapangan kerja, demografi, kualitas hidup, pengertian tentang bekerja,
serta bersatunya persoalan-persoalan lokal, regional dan bahkan internasional.

Di berbagai kota besar, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaa n
acapkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa
di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh, semakin
besarnya derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan karena mengalami margi nalitas ekonomi,
sosial maupun akses budaya. Menajamnya masalah -masalah sosial perkotaan seperti konflik
sosial, karakter kejahatan, prostitusi, anak jalanan dan endemiknya amuk massa yang menyerang
rasa tertib umum. Perubahan struktur demografi penduduk k ota dengan meningkatnya warga
lanjut usia. Relatif menurunnya usia produktif serta kelangkaan penyediaan lapangan kerja
menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pengelolaan kebijakan publik (Ahmad, 2002: 4).
Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi  yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja
telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar,
tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat dalam lima tahun
terakhir, kota-kota besar di Propinsi Jawa Timur — khususnya Surabaya –bukan saja diserbu



arus migrasi yang terus meningkat dari  waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu
munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL, permukiman kumuh, gelandangan,
pengemis, tuna wisma, anak jalanan, PSK, dan lain -lain sebagainya. Yang namanya PMKS
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), alih -alih jumlahnya makin menurun, di lapangan
yang terjadi justru perkembangan mereka tampak makin mencemaskan. Perkembangan anak
jalanan yang ada di Surabaya, misalnya, menurut prediksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan Kota Surabaya, pada masa pasca krisis diperkirakan jumlahnya justru meningkat
sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000, jumlah anak jalanan
tercatat hanya 1.297 orang, maka pada tahun 2001 jumlah tersebut sudah melonjak dua kali lipat
lebih menjadi 2.926 orang (Kompas, 5 Maret 2003).

Saat ini, dibandingkan Jakarta memang perkembangan dan tingkat kepadatan penduduk
kota Surabaya masih tergolong jauh. Tetapi, tanda-tanda bahwa pada tahun-tahun mendatang
Surabaya akan berkembang seperti Jakarta bukanlah sesuatu yang mustahil. Kalau di Jakarta pada
tahun 2015 nanti, penduduk kota diramalkan bakal menjadi kota berpenduduk terbanyak nomor
lima di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 21,2 juta jiwa — di bawah Tokyo (28,7 juta),
Bombay (27,4 juta), Lagos (24,4 juta), dan Shanghai (23,4 juta), maka tidak mustahil jumlah
penduduk kota Surabaya akan melonjak menjadi 4 -5 juta jiwa. Menurut T.G. McGee — seorang
pakar perkotaan dari Universitas British Colombia — bersama-sama dengan Jakarta-Bandung dan
dan Yogyakarta-Semarang, Surabaya-Malang akan berkembang menjadi kawasan mega -urban
atau Extended Metropolitan Region , yakni sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan
jumlah penduduk besar, melebihi ukuran metropolitan. Ini berarti beban yang mesti ditanggung
kota Surabaya bukan saja masalah -masalah internal akibat tekanan pertumbuhan penduduk asli
atau persoalan pengaturan tata ruang dan penyediaan per mukiman serta fasilitas publik bagi
penduduk kota Surabaya sendiri, melainkan juga beban eksternal yang muncul akibat masuknya
arus migran dari kota-kota menengah di sekitarnya, seperti Malang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan,
Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan, Jo mbang, dan bahkan daerah lain yang agak jauh seperti
Bojonegoro, Lumajang, Madiun, dan sebagainya.

Menurut data yang ada, saat ini barangkali penduduk Surabaya hanya sekitar 2,6 juta.
Tetapi, sebagai kawasan mega-urban, yang namanya jumlah penduduk riil d an berbagai masalah
sosial yang ditimbulkannya sesungguhnya telah keluar dari batas -batas administratif wilayah
kota. Penduduk di sekitar kawasan Surabaya — khususnya wilayah Gerbangkertasusila — yang
secara administratif bukan termasuk penduduk Surabaya,  jangan heran bila mereka sebagian
bekerja, membelanjakan uang, dan hidup sebagai warga kota Surabaya. Bahkan, yang
memprihatinkan, tidak sedikit pula mereka yang kemudian mengadu nasib menjadi migran liar
dan masuk ke sektor informal, baik yang legal, inf ormal, non-legal maupun yang ilegal.
Sebetulnya, sepanjang pemerintah kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik
bagi penduduk di kawasan mega -urban ini, barangkali sepesat apapun perkembangan kota dihela
tidak akan menjadi masalah. Tetapi, la in soal ketika kemampuan pemerintah kota untuk
menyediakan fasilitas publik dan melayani kebutuhan warganya yang senantiasa bertambah
dengan pesat relatif tak berimbang. Di sejumlah kota besar di Indonesia, ketika dirasa arus
pendatang yang masuk makin banyak, sementara kemampuan Pemerintah Kota sendiri relatif
terbatas, maka gejala-gejala kejenuhan kota-kota ini pada akhirnya sempat menimbulkan gagasan
dari sebagian ahli dan penata kota untuk membendung arus urbanisasi itu, atau setidaknya
mengurangi, dan kalau perlu menutup kota tersebut dari para pendatang baru (Ahmad, 2002: 60).

Di Jakarta, misalnya, salah satu gagasan yang dilaksanakan dalam rangka membatasi arus
migrasi adalah dengan cara mengontrol dan memperketat persyaratan bagi penduduk pendatang.
Pemberian kartu penduduk yang dibatasi dengan hanya pada para pendatang yang mempunyai
kerja tetap dan tempat tinggal, maupun pengawasan para tamu yang menginap dengan kewajiban
melapor pada Ketua RT maupun RW, memang sempat mengurangi bertambahnya kartu
penduduk baru di Jakarta. Namun dalam kenyataannya, hal ini sering tidak diiringi berkurangnya
pada pendatang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang datang tanpa meminta bukti



identitas diri di tempat yang baru itu (Ahmad, 2002: 60). Sekali pun banyak upaya dan peraturan
telah dicoba diusahakan untuk menutup kota dari serbuan para pendatang tersebut. Tetapi
rupanya gejala urbanisasi itu sedemikian kuatnya sehingga setiap usaha pengontrolan pada para
pendatang maupun usaha penutupan kota akan suli t berhasil. Selama faktor-faktor pendorong dan
penarik masih ada, dan selama tingkat kehidupan di kota masih sangat mencolok dibandingkan di
desa, maka gejala perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari daerah -daerah minus ke
daerah-daerah surplus, akan mengakibatkan ketidakseimbangan distribusi penduduk yang
mengakibatkan konsentrasi -konsentrasi penduduk yang tinggi di daerah daerah tertentu atau
lebih-lebih di kota-kota tertentu.

Belajar dari pengalaman dan sejarah perkembangan kota -kota besar di berbagai belahan
dunia, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, kota -kota besar seperti Surabaya tak
pelak membutuhkan pendekatan yang lebih visioner serta melibatkan aliansi strategis dan
kemitraan yang konstruktif dalam pola win-win solution dengan berbagai pihak. Tanpa adanya
kerjasama yang adil, ruang partisipasi yang lebih luas serta demokrasi ekonomi yang
berkelanjutan; kota kemenangan akan sulit terwujud. Perubahan tatanan ekonomi dan politik
global serta akutnya persoalan megapolis di dunia ket iga, membutuhkan pendekatan yang baru,
tata pemerintahah baru, semangat kerja baru dan etika yang baru pula.

Jenis  PMKS dan Potensi
Kota Surabaya

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sesungguhnya bukan hanya memberi
kesempatan kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun
wilayah dan masyarakatnya secara mandiri dari segi finansial dan politik. Tetapi, yang tak kalah
penting adalah bagaimana menumbuhkan kepekaan elit politik, para perencana pembangunan,
dan dinas yang ada agar makin sensitif terhadap permasalahan sosial di tingkat lokal, dan
kemudian segera menanganinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,
khususnya warga masyarakat yang termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).

 Jenis PMKS
Kalau dirinci satu per satu, yang termasuk kelompok PMKS sesungguhnya sangat luas dan

kompleks. Secara tipologis  paling-tidak ada 21 masalah sosial yang mesti ditangani Pemerintah
Kota Surabaya. Berbagai masalah sosial, s eperti anak jalanan, fakir miskin, WTS, gelandangan,
pengemis, lansia, perempuan korban tindak kekerasan, dan sebagainya — semua membutuhkan
perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sebagai kota
terbesar nomor dua di Indonesia dan merupakan salah satu kota tujuan migran, bisa dipahami jika
berbagai persoalan PMKS seolah -olah makin menumpuk dan membutuhkan penanganan yang
sifatnya segera. Secara rinci, masalah sosial apa saja yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Sura baya,
apa batasannya, dan bagaimana pula ciri-cirinya bisa disimak pada tabel di bawah ini:

 Potensi yang Dimiliki
Keberhasilan penanganan persoalan PMKS pada dasarnya bukan hanya

menjadi tanggung pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawa b
seluruh komponen dalam masyarakat ( stakeholder ) —  yang keberhasilannya sangat
dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat.
Di Surabaya sendiri, saat ini sekurang -kurang memiliki empat potensi dan kondisi
dinamis yang fungsi onal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan
kesejahteraan sosial, yaitu: pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, Karang
Taruna, dan wanita pemimpin kegiatan sosial.



Ada sebagian pandangan memang berasumsi bahwa yang namanya persoalan PMKS akan
dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi keleluasaaan untuk
mengatur dirinya sendiri. Tetapi, agar program pembangunan kesejahteraan sosial dapat
memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka selain men aruh harapan pada peran
aktif berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat, yang tak kalah penting adalah
kemampuan dari leading sector di masing-masing dinas dan instansi terkait untuk melakukan
langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melak ukan revitalisasi terhadap berbagai
program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini sudah tidak lagi kontekstual dan
sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Faktor Penyebab

Meluasnya perkembangan jumlah PMKS di Kota Surabaya selain k arena tekanan kemiskinan dan
urbanisasi berlebih, sebenarnya juga berkaitan dengan banyak faktor. Analisis penulis
menemukan faktor penyebab di balik meluasnya PMKS di Kota Surabaya adalah:

Pertama, daya tarik Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekono mi di kawasan
Indonesia Timur. Sebagai pusat pertumbuhan pembangunan untuk wilayah Indonesia Timur,
akselerasi perkembangan kota Surabaya —terutama— jelas jauh lebih cepat dari wilayah
hinterland di sekitarnya, sehingga pada perkembangannya kemudian memicu  terjadinya arus
urbanisasi berlebih (over urbanization). Setiap tahun, boleh dikata arus balik yang terjadi pasca
Lebaran atau Hari Raya senantiasa meningkat, sehingga di satu sisi desa kehilangan tenaga kerja
produktif, sementara kota-kota besar makin padat karena arus kedatangan migran, baik permanen,
semi permanen, maupun sirkuler.

Kedua, kemampuan kota Surabaya untuk menyediakan fasilitas publik dan lapangan
pekerjaan relatif terbatas, sehingga akibat yang terjadi kemudian kaum migran cenderung
mengembangkan kegiatan produktif di sektor non -formal, sektor informal, dan bahkan sektor
informal yang ilegal (shadow economy), serta mencari tempat tinggal di zone -zone yang
sebetulnya melanggar hukum, seperti wilayah stren kali, di kolong jembatan, permukiman  liar,
dan sejenisnya. Tidak jarang pula terjadi, bagi kaum migran yang tidak mampu mengembangkan
pekerjaan produktif yang layak, mereka pada akhirnya terpaksa masuk pada jenis pekerjaan yang
termasuk kategori PMKS, seperti menjadi anak jalanan, WTS, penge mis atau gelandangan.

Ketiga, tekanan kemiskinan di pedesaan yang dialami keluarga -keluarga miskin
menyebabkan mereka tidak memiliki peluang untuk tetap bekerja di desa, sementara di saat yang
sama mereka tidak memiliki alternatif ketrampilan yang dapat d ijadian bekal untuk menyabung
hidup di kota besar. Akibat yang terjadi kemudian, kelompok penduduk desa miskin seperti ini,
sangat potensial terjerumus dalam kehidupan kota yang keras: bekerja di jalanan,menjadi WTS,
pengemis atau bahkan terpaksa menggelan dang tanpa tempat tinggal yang pasti.

Keempat, berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan akibat proses komersialisasi
dan modernisasi pertanian. Banyak bukti menunjukkan bahwa ketika teknologi mulai memasuki
wilayah pedesaan —khususnya sektor pertanian— dan pola hubungan masyarakat desa pelan -
pelan mulai berubah makin kontraktual, maka akibat yang tidak terelakkan adalah mulai
memudarkan kemampuan involutif sektor pertanian untuk menampung tenaga kerja yang ada,
sehingga jalan keluar yang dipilih kemudian adalah mereka mencoba mencari pekerjaan di tempat
lain dengan cara berusaha mengadu nasib ke kota -kota besar yang dinilai lebih membuka peluang
untuk hidup. Dalam hal ini, perbedaan besar upah antara desa dengan kota adalah faktor
tambahan yang menyebabkan kenapa arus migrasi atau urbanisasi ke kota senantiasa mengalir
dari waktu ke waktu.

Kendala-Kendala

Di Kota Surabaya, sejumlah kendala yang menyulitkan upaya penanganan PMKS adalah:



Pertama, alokasi dana untuk penanganan PMKS umumnya tidak seb anding dengan
besaran masalah sosial yang dihadapi. Di Kota Surabaya, misalnya, untuk tahun 2004 hanya
dialokasikan dana sebesar 23,9 milyar untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Meski
jumlahnya cukup besar, namun sejauhmana efektivitas pemanfaa tan dana tersebut sebetulnya
masih menjadi tanda tanya. Bahkan, ada sebagian pihak yang mengkhawatirkan bakal terjadi bias
di tingkat pelaksanaan, karena ditengarai hanya sebagian program yang dirancang benar -benar
untuk mayarakat miskin.

Kedua, upaya penanganan terhadap PMKS seringkali hanya berhenti pada pendekatan
punitif-represif — sekadar melakukan razia untuk menangkap PMKS —  tetapi tidak
ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan yang efektif karena kurang memadainya tempat
penampungan dan pelatihan bagi mereka yang terkena razia. Tempat penampungan PMKS di
kawasan keputih, misalnya, di sana ternyta saat ini ditempati oleh sejumlah migran yang sudah
bertahun-tahun tidak mau pindah, sehingga setiap kali terjadi penangkapan PMKS yang
dikategorikan liar, maka mencari tempat penampungan baru adalah hal yang  nyari mustahil.

Ketiga, fokus dan besaran masalah sosial yang ditangani seringkali kurang jelas dan akurat.
Hal ini terutama berkaitan dengan karakteristik PMKS itu sendiri yang cenderung memiliki
tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamik, sering berpindah -pindah alias tidak menetap,
sehingga jumlahnya selalu berubah -ubah dari waktu ke waktu. Data tentang jumlah anak jalanan
dan gelandangan, misalnya, hingga kini umumnya masih simpang -siur, sehingga menyulitkan
Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun program intervensi yang akurat.

Keempat, upaya penanganan PMKS di Kota Surabaya sering terjadi mentah dan kembali
berhadapan dengan persoalan lama karena upaya yang dilakukan tidak didukung oleh kebijakan
Pemerintah Daerah di daerah asal migran atau PMKS yang mengadu nasib ke Kota Surabaya.
Penanganan PMKS yang hanya berkutat di daerah hilir, tetapi tidak didukung sikap dan kebijakan
yang sama di daerah hulu (daeah asal) niscaya hanya akan menyebabkan terj adi model
penanganan yang sifatnya kucing-kucingan.

Kelima, masalah sosial, di mata para perencana pembangunan — baik eksekutif maupun
legislative — seringkali masih dianggap sebagai isu sekunder yang secara langsung maupun tidak
langsung akan dapat terselesaikan dengan sendirinya tatkala persoalan pembangunan ekonomi
telah tertangani dengan baik. Bahkan, ada kesan program kesejahteraan sosial acapkali dipandang
sebagai program yang marginal atau mengalami proses marginalisasi karena dinilai tidak
mendatangkan keuntungan atau PAD bagi Pemerintah Kota Surabaya. Berbeda dengan program
pembangunan ekonomi yang dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan balik, program
pembangunan kesejahteraan sosial umumnya belum banyak dipahami sebagai bentuk invesrtasi
sosial yang penting bagi masa depan warga masyarakat.

Penutup

Sejak awal disadari bahwa jenis dan kelompok PMKS yang seharusnya ditangani Pemerintah
Kota Surabaya relatif bermacam-macam, meliputi 22 kategori. meskipun sesuai MOU yang telah
ditandatangani Walikota dan Bupati se-Jawa Timur bersama dengan Gubernur Jawa Timur,
akhirnya hanya dipilih empat kategori PMKS prioritas, yakni anak jalanan, WTS, pengemis dan
gelandangan.  Pembatasan prioritas penanganan PMKS -pun ternyata juga tidak menjamin
terselesainya masalah tersebut. Cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah kota,
misalnya, masalah akurasi data yang tersedia. Baik anak jalanan, WTS, pengemis maupun
gelandangan, mereka semua pada dasarnya adalah bagian dari migran liar yang tidak terdat a
secara pasti, dan memang sulit dipastikan jumlah riilnya di lapangan karena mobilitas sosial
mereka yang relatif tinggi.

Formulasi rencana, sasaran, dan pembagian kerja antar dinas terkait yang tidak sinergi
dalam upaya melakukan penanganan PMKS secara terpadu di Kota Surabaya juga harus diakui
merupakan persoalan tersendiri yang memerlukan proses panjang untuk mengubahnya.  Situasi



problematik yang dihadapi PMKS di Surabaya, Bagaimana pun, telah disepakati bersama bahwa
yang namanya PMKS sebetulnya buka nlah semata-mata terdakwa yang hanya patut disalah -
salahkan dan dirazia keberadaannya. Tetapi, mereka sesungguhnya juga merupakan korban yang
patut ditolong, didukung dan difasilitasi agar dapat menolong dirinya sendiri untuk lebih berdaya
tanpa harus terjerumus dalam program-program yang sifatnya karitatif semata.
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